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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 2.1. Pengertian Eksistensi 
 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: 
“Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya . Selain itu dalam 
kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: 
keberadaan, adanya. 1Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang 
dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan 
kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan 
masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya 
tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat. 

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi 
atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, 
yakni exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau 
mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, 
melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau 
sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam 
mengaktualisasikan potensi-potensinya”. 
 
Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga 

dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud 
adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “ 
hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai 
arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi 
dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering 
digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari 
seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.2 

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, 
eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau 
hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.  

 
1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit. 
2Nadia Juli Indrani, 29 Juli 2010: wordpress.com (diakses pada tanggal 15 

Januari 2022) 
 



 16 

 
2.2. Pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) 
 

Menurut KBBI sukarelawan adalah orang yang melakukan 
sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan)3 
Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) atau istilah di Jakarta biasa 
disebut “Pak Ogah” adalah istilah yang biasaknya dikenakan kepada 
orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan 
mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan Pengatur Lalu-
Lintas (Supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna 
jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya 
sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas 
memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang 
hendak berbelok.4 

Supeltas sukarelawan pengatur lalulintas atau sering disebut juga 
“Pak Ogah“ atau “Polisi Cepek” merupakan sebuatan masyarakat 
terhadap seseorang atau sekelompok orang diluar institusi negara yang 
mengatur jalan raya dan mendapat imbalan secara langsung dari 
pengguna kendaraan, tujuan dari “pak ogah” ini iyalah hanya untuk 
mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarkan motif ekonomi semata  

Sedangkan menurut The Strait Times, Pak Ogah (illegal traffic 
wardens) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan 
ditemukan di pertigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) dan 
persimpangan rel kereta api.  

Istilah Pak Ogah diambil dari karakter kartun si unyil yang selalu 
meminta imbalan dan selalu berkata “cepek dulu dong”. Pak Ogah 
jalanan meminta imbalan setelah ia menyebrangkan kendaraan, baik 
motor maupun mobil. Sehingga sebutan ini melekat pada mereka yang 
mengandalkan uang receh dari pengguna kendaraan. 

Pak ogah bekerja atau berada di tempat persimpangan-
persimpangan jalan yang memiliki tingkat kemacetan yang tergolong 
tinggi dan biasanya tidak memiliki lampu rambu-rambu lalu lintas Pak 

 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.Cit. 
4 Fera Azilia. 2008. Fenomena Jaringan Sosial Pak Ogah (Studi Kasus Respon 

Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur). Jurnal 
Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, hal 2 
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Ogah secara bekerja secara sukarela dan dengan mendapat imbalan 
sukarela dari para pengendara..  

Pada dasarnya setiap orang atau kelompok yang tidak memiliki 
kewenangan dilarang melaukan pengaturan lalu lintas pada 
persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud 
mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan 
oleh perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud 
memperoleh imbalan. 

 

 2.3. Pengertian Ketertiban Umum 
 

Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap 
mengadung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti 
dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran 
sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum 
yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku. 
Demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan 
ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan 
dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga 
berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang 
yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa 
pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang 
dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah 
tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang 
dilanggarnya. 

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak 
membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum 
postif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
hukumyang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip 
hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang 
berlaku saat ini saja tetapi ditambah juga dengan hukum yang 
berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan 
dengan ketertiba umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga 
prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak 
menerima sanksi sesuai undang- undang dan juga menerima sanksi dari 
masyarakat itu sendiri.  
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Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau 
tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. 
Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak 
akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka 
berarti tertib. Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 
10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja yang berbunyi : 

“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaituusuatu keadaan 
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 
teratur.” 

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur.  

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang 
terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang 
menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya 
patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. 
Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat 
yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan. 5 

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari 
gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara 
teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula 
bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam 
kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta 
pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga 
tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan 
masyarakat.6 Selanjutnya dalam ketertiban sering dikaitkan kepada keadaan 

 
5 Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan 

Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.  
6Ibid. 
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serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk 
mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana tentram 
dan damai di dalam bermasyarakat.7 

2.4. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), lalu-lintas 
merupakan penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Lalu 
lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai 
gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud 
dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas 
pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan 
umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan 
nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan 
perananya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, 
ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi 
dan pembangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka 
kecelakaan.8 

Lalu lintas sejatinya adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak 
kendaraan orang atau hewan dijalanan. Masalah yang dihadapi dalam 
perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan 
banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan 
tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi 
terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini 
sering diracukan sebagai persoalan angkutan. 

Secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari 
suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat penggerak. Gerak pindah 
dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
seperti pergi ke kantor, sekolah, pasar dan sebagainya. Semakin banyak 
kebutuhan yang hendak dicapai akan semakin banyak pula manusia 

 
7Ibid. 
8Subekti. 1983.Kamus Hukum. Jakarta.Pradnya Paramita. hlm. 74 



 20 

melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakain ramai. 
Setiap daerah selalu menerapkan peraturan lalu lintas yang telah di tinjau 
untuk meningkatkan mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban dari semua 
lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan 
raya berkisar pada lalu lintas. Secara konvensional, masalah-masalah lalu 
lintas menuju pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu 
lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat 
terjadi karena adanya beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan 
dan kendaraan, serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. 
Walaupun demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang 
dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan 
maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak sedikit 
pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam 
hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari 
harapan.  

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja 
berbagai unsur penting, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu 
unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya 
agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan9 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas 
dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-
ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun 
demikian, tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara 
penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. 
Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum 
efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu 
lintas. Kenyataan dalam sehari-hari dalam hal penerapan atau penegakan 
undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak 
pelanggaran yang dilakukan, pada kenyataan yang ada, anggota kepolisian 
hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan 
untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang 
saku pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan 
kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran. hukum dalam 

 
9Andrew R Cecil, 2011,Penegakan Hukum Lalu Lintas, Bandung: Nuansa, 

hlm. 27  
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bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap undang-undangnya, maupun 
juga dari penegak hukumnya, sehingga penerapan undang- undang ini tidak 
berjalan efektif. Seharusnya, Undang-Undang bahkan Penegak Hukumnya, 
harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam 
berlalu lintas.  

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan yakni sebagai, “gerak 
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedangkan yang dimaksud 
dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan 
fasilitas pendukung. Sejalan dengan pemerintah, yang mempunyai tujuan 
untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu 
lintas dan rekayasa lalu lintas. Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak 
atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan alat gerak.  

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman 
dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.Tata cara 
berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah 
lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan 
pengendalian arus di persimpangan.  

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan 
menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, 
jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan10. Sehingga, dalam 
penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi 
interaksi lalu lintas, yaitu sebagai berikut: 11 

a. Manusia Sebagai Pengguna  
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi 

atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai 
 

10 Putranto, L.S., 2008. Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama, PT Mancanan 
Jaya Cemerlang: Jakarta hal 116  
 

11http://repository.untag-sby.ac.id, Di akses pada tanggal 14 Desember 2021 
pukul 23:47 WIB. 
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kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, 
konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih 
dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis 
kelamin dan pengaruh- pengaruh luar seperti cuaca, 
penerangan/lampu jalan dan tata ruang.  

b. Kendaraan 
 Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik 
yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi 
dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya 
untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.  

c. Jalan 
 Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 
kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk 
pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan 
aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban 
muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam 
angka kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapan hukum pelanggaran 
lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa 
diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang 
dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penulis menjabarkan 
penerapan yang penulis analisis dalam Pasal 245 UU No.22 Tahun 
2009 tentang LLAJ, yaitu dengan konsep sebagai berikut:  
1) Manajemen Lalu Lintas 

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, 
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. 
Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain 
dengan:12 
a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, 

dan/atau jaringan jalan. 
b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan 

tertentu.  
c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat 

pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan 
intra dan antar moda.  

d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah 
bagi pemakai jalan.  

 
12 Ibid. 
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2)  Perencanaan Lalu Lintas. 
Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi 

dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain 
untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini 
adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan 
untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor 
kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang 
diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang 
diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : 
rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, 
dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek 
lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan 
permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program 
pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program 
perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan 
tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan 
ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan 
pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu 
lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat 
pengendali dan pengaman pemakai jalan, usulan kegiatan atau 
tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun 
penyuluhan kepada masyarakat.  

3) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas. 
Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada 

jaringan atau ruas- ruas jalan tertentu. Termasuk dalam 
pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan 
ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan 
maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, 
larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.  

4) Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas 
a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan 
penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari 
kebijaksanaan- kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung 
pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. 
Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain 
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meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-
kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, 
jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang 
telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk 
dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan 
kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis 
pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.  

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 
lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk 
menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang 
telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah 
peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam 
pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak 
diinginkan.  

5) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas  
a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk 
dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian 
pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan 
manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh 
keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin 
tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 

b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam 
pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas 

c. Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan 
tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang 
melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu 
perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan 
pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas 
pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi 
suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan.  

Keadaan lalu lintas di jalan raya, pemakaian jalan hasrat untuk 
mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram, akan tetapi adanya 
pelbagai pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang menghalangi 
tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah 
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terjadinya kecelakaan- kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu 
lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang 
melanggar dari peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh manusia.  

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada 
kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan 
pencemaran lingkungan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam 
proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. di samping itu ada 
pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan 
kecelakaan, yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih insentif 
adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat 
potensial.  

Menurut Institute of Civil Engineers England adalah : 

“Rekayasa Lalu Lintas adalah bagian dari kerekayasaan yang 
berhubungan dengan perencanaan lalu lintas dan perencanaan 
jalan, lingkungan dan fasilitas parkir dan dengan alat-alat 
pengatur lalu lintas guna memberikan keamanan, kenyamanan 
dan pergerakan yang ekonomis bagi kendaraan dan pejalan 
kaki.” 13 

Ketentuan diatas sangat subyektif, tergantung dari sudut mana 
hasil yang dicapai akan dinilai. Karena untuk mendapatkan hasil yang 
optimal traffic engineering harus menentukan langkah-langkahnya 
dalam mempergunakan ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan 
landasan-landasannya.  

Menurut Alik Ansyori Alamsyah ketentuan-ketentuan diatas 
berdasarkan landasan sebagai berikut : 
1. Menentukan obyek yang dilayani;  
2. Menentukan keuntungan yang akan didapat dan konsekuensi yang 

harus  
ditanggung masyarakat;  

 
13 Alik Ansyori Alamsyah, Institute of Civil Engineers England, Rekayasa  

Lalu Lintas (edisi Revisi), Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, 
hlm 2.  
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3. Menentukan perjanjian-perjanjian yang akan dipakai untuk 
pemilihan  alternatif; 

4. Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan;  
5. Menentukan pertimbangan antara batas pelayanan yang harus 

dicapai  
dengan besarnya sumber yang didapat; 

6. Menentukan pertimbangan antara derajat ketelitian hasil dan 
tingkatan sosial, ekonomi dan teknologi masyarakat. 14 

Melihat hal tersebut diatas maka spectrum pandangan rekayasa lalu 
lintas adalah sangat luas. Latar belakang kebutuhan akan perpindahan dalam 
suatu masyarakat, baik orang maupun barang, menimbulkan pengangkutan. 
Lalu lintas adalah turunan kedua dari kebutuhan akan angkutan lalu lintas, 
angkutan, dan kebutuhan akan angkutan (aktivitas masyarakat).  

Menurut Muhammad Ikhsan ada beberapa faktor yang berpotensi 
menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas 
antara lain :15 

1. Prasarana. 
Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib 
dilengkapi dengan :  
a. Rambu-rambu;  
b. Marka jalan;  
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;  
d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;  
e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;  
f. Ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

berada di jalan dan di luar jalan.  

2. Lokasi Jalan: 

 
14 Alik Ansyori Alamsyah, Ibid, hlm 2  
15 Muhammad Ikhsan,”Lalu Lintas dan Permasalahannya”,Kuliah Umum DIR 

LANTAS Polda Jabar, Bandung, 2009, hlm 7  
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a. Didalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, 
perumahan), 

b. Di luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah)  
 

3. Volume Lalu Lintas. 
Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu 

lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi 
kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan 
kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi 
lalu lintas seperti tersebut diatas, diharapkan pada pengemudi yang 
sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan 
keadaan tersebut.  

4. Kelas Jalan.  
Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan 

kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan 
dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan 
modal secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik 
masing-masing modal, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, 
muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, 
penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan 
rambu-rambu. 

5. Fasilitas pendukung.  
Meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, 

tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kali terdiri dari 
trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan 
dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan 
penyeberangan.  

Rekayasa lalu lintas untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran 
lalu lintas yang pada dasarnya akibat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat 
pertumbuhan dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan akan 
kebutuhan prasarananya. Bila jalan raya adalah prasarana trasnportasi maka 
kendaraan disebut sarana transportasi dimana satu sama lain saling 
mempengaruhi.  

Adanya derajat toleransi yang dipandang penulis terhadap 
penyelewengan peraturan dan ketentuan yang ada baik itu dilakukan oleh 
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oknum aparat penegak hukum ataupun dilakukan oleh masyarakat di 
wilayahnya, hal tersebut terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut :  

1. Daya jangkau perundang-undangan sangat terbatas dan kurang mengikuti 
nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat;  

2. Heterogenitas penafsiran terhadap perundang-undangan, umumnya 
masih berpatokan pada peraturan yang lama;  

3. Kurang mampu dan trampilnya penegak hukum, karena :  

a. Jumlah petugas yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk;  
b. Taraf pendidikan petugas yang kurang tinggi;  
c. Petugas merasa harus mematuhi instruksi atasan baik salah maupun 

benar tetap harus dilaksanakan;  
d. Kurangnya sarana dan prasarana;  
e. Kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan yang ada.  

4. Antipati atau sikap apatis terhadap penegak hukum, oleh karena 
pengalaman yang pahit pada waktu berurusan dengan penegak hukum, 
atau karena mendengar dari orang lain;  

5. Kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya 
pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki 
posisi-posisi tertentu, atau sesama keluarga besar POLRI;  

6. Warga masyarakat pada umumnya kurang memahami dan merasakan 
manfaat ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum, terutama yang 
berbentuk tertulis.  

Dalam pelaksanaannya masih banyak yang melakukan pelanggaran 
lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak 
hukumnya sendiri. Sesuai dengan yang terjadi dilapangan banyak 
pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa 
mengakibatkan menggangu ketertiban umum, kerugian, dan bisa terjadi juga 
kematian, diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna 
jalan dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk 
berjualan hal tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap fungsi jalan 
sesungguhnya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 28 
menggatur penggunaan dan perlengkapan jalan yang isinya :  
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1) Setiap orang dilarang  melakukan perbuatan yang 
 mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi 
jalan;  

2) Setiap orang dilarang melakukan pebuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).  

Menurut Pasal 25 ayat (1)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
menggatur perlengkapan jalan yang isinya : 

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi 
dengan perlengkapan jalan berupa :  

a. Rambu Lalu Lintas;  
b. Marka jalan;  
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;  
d. Alat penerangan jalan;  
e. Alat pengendali dan pengamanan jalan;  
f. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan  
g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada 

di jalan dan di luar badan jalan.  

Berdasarkan uraian Pasal 28 dan Pasal 25 tersebut diatas menyatakan 
bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan 
dan/atau gangguan fungsi jalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh 
empat juta rupiah).  

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh pejalan kaki saja 
namun para pengemudi kendaraanpun banyak melakukan pelanggaran yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan.  

Pemecahan masalah dalam lalu lintas dengan rekayasa lalu lintas 
akan berperan penting dapat menjamin bahwa fasilitas yang dibangun tidak 
akan “Over Designed” serta mampu digunakan secara optimal pada tempat 
yang benar.  
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Pelaksanaan pemecahan masalah lalu lintas menurut Alik Ansyori 
Alamsyah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu :16 

1. Penyelidikan (Investigation), dibutuhkan sebelum tindakan 
pengurangan masalah dilakukan. Misalnya dibutuhkan data survey 
lalu lintas dan interpretasi terhadap informasi yang berhasil 
dikumpulkan sesuai tujuannya;  

2. Tindakan segera (Immediate Action), untuk mengatasi masalah yang 
ada baik melalui teknik manajemen ataupun melalui pengawasaan lalu 
lintas jalan;  

3. Perencanaan akan Datang (Future Planing), kebanyakan tindakan 
segera harus juga diikuti dengan perencanaan akan datang sesuai 
dengan detail masalah yang berhasil dikumpulkan melalui 
penyelidikan lalu lintas dan masalahnya.  

Dalam penyelidikan yang dimaksud diatas untuk mengurangi suatu 
masalah lalu lintas perlunya data survey yang akurat dilapangan dengan cara 
melakukan penyidikan di jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, 
banyak terjadi suatu pelanggaran di jalan raya maka perlu adanya tindakan 
segera yang dilakukan pihak yang berwenang dengan tegas dalam melakukan 
tindakkan dengan memberikan sanksi hukum sesuai dengan unsur-unsur 
pelanggaran yang dilanggar. Jika dalam penyelidikan dengan tindakan segera 
masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengguna jalan 
dengan data survey yang dikumpulkan secara detail maka perlu adanya 
rencana kedepan untuk pemecahan masalah lalu lintas sesuai dengan 
tujuannya keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam berlalu lintas. 

Kemerosotan terhadap kepatuhan hukum, belum tentu diartikan 
sebagai kemunduran tolak ukurnya, dengan demikian harus diteliti 
mengakibatkan negatif atau positif di jalan raya. Hukum itu dianggapnya 
sebagai suatu siksaan badaniah belaka, akibatnya proses penegakkan hukum 
harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas hukum, karena oleh petugas 
itu dilihat adanya kekuatan-kekuatan yang dapat menjatuhkan hukum 
badaniah apabila hukum itu dilanggar.  

 
16Alik Ansyori Alamsyah, Op.cit, hlm 6  
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Kepatuhan hukum yang disebabkan faktor itu merupakan taraf 
kepatuhan yang paling rendah, karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang 
berada di luar orang yang patuh pada hukum. Contohnya yang berada di rute 
jalan dan sekelilingnya dihari-hari Sabtu dan Minggu, maka petugas-petugas 
secara intensif mengawasi lalu lintas yang terlibat dalam pengendara. 
Pengendara biasanya lebih disiplin karena banyaknya petugas yang 
mengawasi. Faktor -faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum menurut 
Soerjono Soekanto secara teoritis terdapat golongan-golongan pemakai jalan 
yang mematuhi hukum, yaitu :17 

1. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan fisik, seperti kekuatan 
fisik dalam mengemudikan kendaraan bermotor terhadap mematuhi 
hukum;  

2. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan sifat hedonistik, seorang 
pengemudi mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan 
dirinya sendiri;  

3. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan aspek interpersonal, seseorang 
mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain 
dan untuk menyenangkan pihak lain;  

4. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan ketertiban;  
5. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kontrak sosial, hukum 

dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan 
terjadinya perubahan sosial;  

6. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan etika universal, adalah adanya 
suatu keyakinan yang kuat terhadap hukum sebagai pencerminan dari 
etika.  

Berdasarkan uraian diatas golongan-golongan kepatuhan hukum 
maka tidak berdasarkan pada satu bidang yang dilihat, kekuatan berdasarkan 
fisik dipengaruhi oleh kekuatan fisik terhadap mematuhi hukum agar dia 
terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif akibatnya proses 
penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu 
karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang berada diluar orangcyangcpatuh 
pada hukum.  

 
17 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 40  
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Faktor hedonistik keputusan untuk mematuhi atau melanggar hukum 
benar- benar bersifat emosional, apabila semacam ini melanggar hukum 
maka sukar untuk menggali latar belakang yang menjadi penyebabnya, 
kecuali perasaannya yang tidak cocok dengan hukum yang berlaku. Jika dia 
mematuhi hukum maka rasa kepuasan diri sendiri terhadap ketaatan hukum 
harus mengakibatkan kepuasan pada perasaan orang tersebut.  

Dalam faktor interpersonal atau antar pribadi dan hukum serta 
ketertiban, seseorang mematuhi hukum memelihara hubungan baik dengan 
pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain dengan cara bekerjasama 
dengan penegak hukum atau pihak lain seperti dengan pengemudi yang 
lainnya, dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan mematuhi 
peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya.  

Faktor hukum dan ketertiban, maka masalah kekuasaan dan 
wewenang menempati fungsi yang sangat penting dan menonjol. Hukum 
dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan 
tersebut diakui, kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk 
mencapai keadaan tertib, artinya agar warga masyarakat pemakai jalan raya 
terikat pada disiplin tertentu. 

Sebetulnya manusia mematuhi hukum karena dia mendukung 
prinsip- prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu 
kekuasaan dan wewenang atau tidak, seseorang mematuhi hukum terlepas 
sama sekali dari keadaan yang terpaksa. Dia mematuhi hukum bukan karena 
memegang tidak ada jalan lain, kecuali mematuhi hukum.  

Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh suatu kontrak sosial dan etika 
universal yang dikemukakan para sosiologi hukum. Keadaan kontrak sosial 
seseorang mematuhi hukum, karena hukum dianggap sebagai patokan yang 
dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada 
terjadinya perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan pasangan nilai stabilitas 
dan nilai perubahan, yang senantiasa harus serasi, hukum dianggap sesuai 
dengan nilai yang dianut sehingga mengakibatkan kepatuhan hukum.  

Dalam faktor etika universal, maka hal itu ditandai dengan kepatuhan 
hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa 
hukum merupakan pencerminan dari etika. Hukum dianggap sebagai refleksi 
dari hasil murni yang bersih atau dari kesusilaan, kesusilaan tersebut 
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dianggap sebagai dasar nilai sehingga menghasilkan asas hukum. Faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum bersifat pribadi warga 
masyarakat yang mamakai jalan raya.  

Berdasarkan golongan kepatuhan hukum diatas dapat diadakan 
penerangan, penyuluhan, dan pendidikan lalu lintas di jalan raya untuk 
mencapai suatu asas dan tujuan berlalulintas di jalan raya yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.  

Klasifikasi dari golongan kepatuhan masyarakat menurut Polda Jabar 
terhadap suatu peraturan lalu lintas, golongan-golongan tersebut adalah 
sebagai berikut:18 

1. Golongan yang taat pada kaidah-kaidah hukum, karena memahami 
manfaat kaidah-kaidah hukum dan keserasian kaidah-kaidah hukum 
dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ketaatan ini harus diperkuat dengan 
cara mempertebal kepercayaan akan manfaat kaidah-kaidah hukum baik 
melalui penyuluhan, pendidikan maupun pemberian teladan dari 
golongan panutan;  

2. Golongan yang secara potensial merupakan pelanggar artinya golongan 
ini tampaknya taat pada kaidah-kaidah hukum akan tetapi kepatuhan itu 
sebenarnya bersifat rapuh karena tergantung pada apakah penegakan 
kaidah-kaidah hukum diawasi atau tidak. Warga masyarakat golongan ini 
biasanya mencari kesempatan untuk melanggar hukum terutama apabila 
tidak ada petugas di lapangan;  

3. Golongan masyarakat yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum, 
terhadap golongan ini harus diterapkan penjatuhan hukuman dan 
pendidikan. Proporsi antara penjatuhan hukuman dengan pendidikan 
senantiasa harus didasarkan pada keadaan pribadi pelaku saat melakukan 
pelanggaran;  

4. Golongan warga masyarakat yang pernah melanggar kaidah-kaidah 
hukum, dalam pelanggaran ini perlu adanya rehabilitasi terhadap pelaku 

 
18 Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Polda Jabar, Dengan kata kunci 

Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Lalu Lintas,http://www.google.com. 
Diakses pada tanggal 14 November 2020, hlm 6  
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pelanggaran adalah tugas penegak hukum untuk menetralisasi stigma 
yang diberikan oleh masyarakat kepada golongan ini.  

Berdasarkan uraian Penggolongan warga masyarakat ini harus dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Perundang-undangan karena 
manfaat dari klasifikasi golongan tersebut adalah bagi perencana program 
untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat 
dengan membuat jera para pelaku pelanggaran. Namun dalam praktek di 
lapangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan 
karena petugas tidak memperhatikan beberapa faktor permasalahan yang 
diterapkan di jalan.  

Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut maka diperlukan 
adanya rekayasa lalu lintas yang dikembangkan untuk mengatasi 
masalah-masalah yang timbul akibat pertumbuhan lalu lintas, yang selalu 
mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun ketahun sehingga 
mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarananya. Derajat 
kebutuhan akan angkutan menunjukkan aktifitas masyarakat, maka 
perkembangan lalu lintas mengikuti perkembangan masyarakat yang 
bersangkutan.  

Masalah-masalah lain yang timbul menurut Alik Ansyori 
Alamsyah sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah kendaraan antara 
lain adalah:19 

1. Masalah lingkungan, timbul dampak yang merugikan dengan adanya 
polusi udara, suara, dan lain-lain. baik sebagai akibat kendaraan maupun 
pabrik pembuatnya;  

2. Bahan bakar, bertambahnya jumlah kendaraan di jalan menuntut pula 
pertumbuhan pemakaian bahan bakar. Bahan bakar pada umumnya 
diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari pada harga jualnya 
sehingga pemakaian bahan bakar yang berlebihan akan menghabiskan 
banyak devisa negara;  

3. Kecelakaan, jumlah kecelakaan baik yang ringan maupun yang fatal akan 
bertambah sebagai konsekuensi pertumbuhan kendaraan;  

 
19 Alik Ansyori Alamsyah, Op.cit, hlm 4  
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4. Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan 
kemampuan jalan untuk menampungnya akan menimbulkan kemacetan 
yang akhirnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan 
(transportation cost). Kemacetan juga akan mengurangi tingkat 
kenyamanan dan kecepatan kendaraan disamping mempercepat 
kerusakan jalan dan pemborosan;  

5. Pertumbuhan jumlah kendaraan akan berakibat pada kebutuhan tempat 
parkir, pertambahan alat pengatur lalu lintas dan lain-lain. untuk 
memenuhi semua itu dibutuhkan dana yang besar yang belum tentu dapat 
disediakan pada waktunya. Akibatnya masalah lalu lintas akan terus 
bertumpuk dan membutuhkan penanganan yang lebih mahal lagi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah lalu 
lintas tidak hanya mencakup pada pengemudi kendaraan, namun 
pertumbuhan kendaraan yang setiap tahun meningkat lebih tinggi dapat 
menyebabkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas meningkat lebih 
tinggi, selain itu berdampak pada masalah lingkungan, pertumbuhan 
ekonomi, dan kemacetan yang sering terjadi dalam kenyataannya di 
lapangan.  

Dalam masalah pertumbuhan jumlah kendaraan sekarang ini tidak 
adanya tindakan pemerintah dan kepolisian dalam menindak permasalahan 
yang sering terjadi maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan kontrol 
pihak kepolisian dengan pihak yang bersangkutan lainnya dalam 
melaksanakan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang sesuai dengan tugas 
dan wewenangnya dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002. 

 

 
 


